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PEMELIHARAAN PEGAWAI
Pengantar
Menurut Edwin B. Flippo dalam Hasibuan (2007:179), pemeliharaan pegawai adalah “the maintenance function of personnel is concerned primarily with preserving the physical, mental, and emotional condition of employees”. Pegawai adalah asset (kekayaan) utama setiap organisasi publik, yang selalu ikut aktif berperan dan paling menentukan tercapai tidaknya tujuan organisasi publik. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatannya perlu mendapat pemeliharaan sebaik-baiknya dari pimpinan organisasi publik. Pemeliharaan (maintenance) pegawai harus mendapat perhatian yang serius dari pimpinan organisasi publik. Jika pemeliharaan pegawai kurang diperhatikan, maka semangat kerja, sikap, loyalitas pegawai akan menurun. Absensinya dan turn-over meningkat, disiplin akan menurun, sehingga pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pengintegrasian pegawai yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi publik.

Supaya pegawai semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan organisasi publik maka fungsi pemeliharaan mutlak mendapat perhatian pimpinan organisasi. Tidak mungkin pegawai bersemangat bekerja dan konsentrasi penuh terhadap pekerjaanya jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan baik. Pemeliharaan (maintenance) adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap pegawai, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi publik.

Tujuan Pemeliharaan Pegawai:

   1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

   2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi pegawai.

   3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turn-over pegawai.

   4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan pegawai.

   5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

   6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap pegawai.

   7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis.

   8. Mengefektifkan pengadaan pegawai.

Asas-asas Pemeliharaan Pegawai

1. Asas Manfaat dan Efesiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efesien dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dan pegawai. Pemeliharaan ini hendaknya dapat meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas pegawai dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia.

2. Asas Kebutuhan dan Kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan pegawai. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap pegawai menjadi baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efesien menunjuang tercapainya tujuan organisasi publik.

3. Asas Keadilan dan Kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan pegawai. Karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi pegawai terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerja sama, dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai.

4. Asas Peraturan Legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, keppres, dan keputusan menteri serta peraturan lainnya, harus dijadikan asas program pemeliharaan pegawai. Hal ini penting untuk menghindari konflik dalam organisasi.
5. Asas Kemampuan Organisasi.  Kemampuan organisasi publik menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan pegawai. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan pegawai yang mengakibatkan hancurnya organisasi publik.

Dalam pemeliharaan dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya, pemilihan metode yang tepat sangat penting, supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi publik. Pimpinan organisasi publik yang cakap akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap loyal pegawai hendaknya dengan metode yang efektif dan efesien supaya tercapai manfaat yang optimal.

Agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tenang, maka diperlukan usaha-usaha pemeliharaan pegawai melalui program-program yang telah dilakukan, seperti adanya tabungan hari tua melalui PT. Taspen, tabungan perumahan melalui Taperum, pemeliharaan kesehatan melalui PT. Askes, pemberian cuti, dan lain-lain. 

Tabungan Hari Tua
Tabungan hari tua bagi PNS diberikan dalam bentuk TASPEN. TASPEN merupakan kepanjangan dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yang pengelolaannya dilakukan oleh P.T. TASPEN dengan fungsi menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Pencairan dana Taspen sesuai tujuannya sebagai tabungan dan asuransi, baru dapat dicairkan ketika anggotanya memasuki masa pensiun/meninggal dunia yaitu dengan menunjukan kartu anggota dan bukti-bukti Pensiun PNS yang bersangkutan. 

Syarat-syarat pembuatan kartu anggota TASPEN: 

1. Surat pengantar dari unit kerja; 

2. Fotocopy  KARPEG; 

3. Fotocopy  SK CPNS; 

4. Fotocopy  SK PNS. 

Tabungan Perumahan 
Tabungan perumahan bagi PNS difasilitasi dalam bentuk TAPERUM PNS. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapetarum PNS) ada sejak 1 Januari 1993. 

Tujuannya untuk membantu PNS aktif yang belum memiliki rumah, melalui bantuan sebagian biaya membangun rumah atas tanah sendiri, dan bantuan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR). Bagi PNS yang tidak memanfaatkan bantuan, pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, maka akan mendapatkan pengembalian tabungan sejumlah akumulasi uang iuran Taperum PNS sejak PNS yang bersangkutan membayar iuran. 

Sejak 1 September 1999 pengembalian tabungan mendapat jasa tabungan 12%. Pengembalian Taperum PNS yang awalnya dilakukan oleh Bapetarum PNS, maka pada Mei 1995 dialihkan pengurusannya melalui PT.Taspen. Sejak 1 Agustus 2003 pengembalian tabungan dialihkan pengurusannya melalui Bank BRI demi peningkatan pelayanan kepada PNS. Alasannya, karena jumlah kantor cabang BRI banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, serta dapat dibangunnya jaringan on-line. 

Dalam pengurusan pengembalian Taperum PNS disyaratkan mengisi daftar riwayat hidup yang berguna bagi pihak Bank BRI untuk menghitung sejak kapan PNS ikut iuran Taperum PNS. Juga dapat diketahui perubahan golongan dari PNS yang bersangkutan. Karena besarnya iuran berdasarkan golongan, yaitu Rp.3000,- (golongan I), Rp.5000,- (golongan II), Rp.7000,- (golongan III), Rp.10.000,- (golongan IV). 

Bapetarum juga mempunyai program Pinjaman Uang Muka KPR (PUM). Persyaratan penerima PUM: 

1. Belum memanfaatkan Taperum 

2. Belum memiliki rumah 

3. Memiliki masa kerja 5 tahun (sesuai TMT pada Karpeg) 

4. PNS aktif golongan I sampai dengan golongan IV 

5. PNS hanya memanfaatkan salah satu antara BUM atau PUM 

6. Apabila suami dan isteri yang kedua-duanya adalah PNS, maka yang berhak mendapatkan bantuan perumahan hanya salah seorang. 

7. PNS yang akan memanfaatkan pinjaman uang muka dapat memilih rumah dengan fasilitas KPR bersubsidi atau KPR non subsidi 

Lampiran pengajuan PUM: 

1. Surat pernyataan belum memiliki rumah yang ditandatangani bermaterai 

2. Fotocopy Karpeg dan SK pengangkatan PNS 

3. Fotocopy Karpeg suami/isteri untuk suami isteri yang kedua-duanya PNS 

4. Fotocopy KTP 

5. Surat keterangan asli mengenai status tempat tinggal 

6. Surat keterangan tempat bekerja dari instansi PNS bekerja 

Pemeliharaan Kesehatan 
Pemeliharaan kesehatan bagi PNS difasilitasi oleh ASKES. ASKES adalah Asuransi Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan berlaku nasional. 

Peserta ASKES harus memiliki kartu Askes sebagai identitas atau bukti sah sebagai peserta untuk ditunjukan setiap kali berobat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PT. Askes dan masing-masing peserta dan keluarga memiliki 1 (satu) kartu Askes. 

Kartu Askes dibuat di PT. Askes Cabang/PT. Askes Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan domisili peserta. 

Syarat-syarat Pembuatan Kartu Askes: 

a. Mengisi formulir Askes dan dilegalisir oleh unit kerja; 

b. Fotocopy  SK terakhir atau SK Pensiun, Surat Nikah, Akte Kelahiran anak/keterangan lahir, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

c. Surat keterangan dari Sekolah / Perguruan Tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun); 

d. Daftar Gaji (bagi PNS Aktif) atau Surat Tanda Bukti Penerima Pensiun (STBPP) bagi Pensiunan; 

e. Pas foto ukuran 2 x 3 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kecuali bagi anak usia balita. 

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT. Askes adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Rawat Jalan Tingkat pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama); 

b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Gawat Darurat / Emergency); 

c. Rawat Inap; 

d. Persalinan; 

e. Pelayanan Obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes; 

Alat Kesehatan yang meliputi: 

a. Kacamata 

b. Gigi Tiruan 

c. Alat Bantu Dengar 

d. Kaki/tangan tiruan 

e. Implant 

Operasi, termasuk operasi jantung dan paru; 

a. Haemodialisis (cuci darah); 

b. Cangkok ginjal; 

c. Penunjang diagnostik termasuk USG, CT Scan dan MRI. 

Cuti Pegawai
Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Tahunan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus. 

2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. 

3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. 

4. Untuk mendaptkan cuti tahunan Pegawai negeri Sipil bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. 

5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 

6. Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari. 

7. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. 

8. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan 

Cuti Sakit Pegawai Negeri Sipil

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Sakit:
1. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 

4. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 dapat ditambah untuk paling lama 6(enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 4 dan 5, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 

7. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada point 6, PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya Karen sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

8. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setenga) bulan. 

9. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 9, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh 

Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Besar

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi tasa cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan 

3. Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti 

4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 

5. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama. 

6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak 

7. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh 

Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil 

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Bersalin

1. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin 

2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara. 

3. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan 

4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. 

5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 

6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. 

Cuti Alasan Penting Pegawai Negeri Sipil

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Alasan Penting

1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting 

2. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. 

3. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu. 

4. Melangsungkan perrkawinan yang pertama 

5. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden 

6. Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan. 

7. Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh 

Cuti diluar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil

Dasar UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo UU Nomor 43 Tahun 1999, PP Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran  Kepala BAKN Nomor 1/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS:
1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas. 

2. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya. 

3. CLTN  hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah  mendapat persetujuan dari Kepala BKN. 

4. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan  sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir. 

5. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi. 

6. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS 

7. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya 

Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban: 

1. Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN 

2. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan isntansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya  pada instansi lain. 

3. Apabila  Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan  kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak akepegawaian menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku. 

Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Permintaan CLTN tidak dapat ditolak 

2. PNS yang menjalankan CLTN  tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain. 

3. Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN. 

4. Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. 

5. Selama menjalankan CLTN tersbeut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. 

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara 

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara. 

2. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. 

3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. 

4. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara. 

5. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil. 

6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka: 

1. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali. 

2. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepalan Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain. 

3. Apabila penempatan yang dimaskud tidak mungkin maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tunjangan Keluarga   
Disamping gaji pokok, kepada PNS diberikan juga tunjangan keluarga yaitu tunjangan suami/isteri dan tunjangan anak yang besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tunjangan suami/isteri diberikan kepada PNS yang telah bersuami/beristeri yaitu sebesar 10% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. 

Tunjangan anak diberikan kepada PNS yang telah mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan yaitu sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak sebanyak-banyaknya 2 orang anak sudah termasuk anak angkat. 

Untuk persyaratan mendapatkan tunjangan keluarga dan kepentingan control terhadap jumlah keluarga yang masih aktif dan berhak mendapat tunjangan, PNS wajib mengisi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan setiap tahun harus mengisi formulir KP4. 
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